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PUTUSAN
Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Gugat Kumulasi Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam

persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut

di bawabh ini antara:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus
rumah tangga, tempat tinggal di [ GcIcNgGGEGEGEGEE
I <ota Banjar Provinsi Jawa Barat,
sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta,
tempat tinggal di Semula tinggal di || G
I <ot: Banjar Provinsi Jawa Barat
dan SEKARANG tinggal di [ G
I <oia Banjar Provinsi Jawa

Barat (], Rumah a/n 1bu ). sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara
tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 06 Desember 2023, yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor

763/Pdt.G/2023/PA.Bjr pada Kamis itu juga yang isinya sebagai berikut:
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1. Bahwa Pada tanggal 07 Agustus 2010, antara Penggugat (Penggugat),

telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam dengan Tergugat

(Tergugat) yang dilaksanakan di [EEEE
I Kabupaten Pangandaran Provinsi

Jawa Barat ;

2. Bahwa Pernikahan secara Syariat Islam yang dilakukan antara
Penggugat (Penggugat), dengan Tergugat (Penggugat), dilangsungkan
dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat yang bernama Bapak
Il dan ljab Kabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi saksi
pernikahan bernama Bapak Basit dan Bapak lyan ;

3. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
|
I Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat sejak
tahun 2010 hingga 2014, setelah itu pindah ke |G
I (<ota Banjar Provinsi

Jawa Barat;

4. Bahwa saat menikah Tergugat berstatus Jejaka dan Penggugat

berstatus Perawan ;

5. Bahwa dari pernikahan secara syariat Islam itu Penggugat dengan

Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
I \ang lahir di Banjar
pada tanggal 09 Oktober 2013 dan sekarang tinggal bersama
Penggugat ;
I vong lahir di
Banjar pada tanggal 28 April 2020 dan sekarang tinggal
bersama Penggugat;

6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang

mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak

tercatat/terdaftar di KUA Kecamatan Langkaplancar Kabupaten

Pangandaran berdasarkan nomor surat B
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I -hioo- tidak memiliki bukti nikah/akta
nikah;

8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah

bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan
pernikahan ;
9. Bahwa Penggugat memerlukan surat penetapan pengesahan Nikah dari
Pengadilan Agama Kota Banjar untuk melengkapi persyaratan membuat
kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya seperti :
1) Akta Kelahiran Anak
2) Persyaratan Dokumen Kependudukan Lainnya seperti Kartu
Keluarga , KTP dan lain sebagainya
10. Bahwa Pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dengan
Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan
antara lain :
1) Bahwa Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada
Penggugat sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak saling
memperdulikan satu sama lain didalam rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat
2) Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat
bekerja sebagai swasta ;
3) Bahwa akibat permasalahan Aquo, Penggugat merasa tidak
ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan
Tergugat sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddabh,
warahmah mustahil untuk tercapai ;
11. Bahwa puncak perselisihan itu terjadi pada tahun 2021, Tergugat
akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama dan
sekarang Tergugat tinggal di Lingkungan [ GNGGEEE
I <ota Banjar Provinsi

Jawa Barat;
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12. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan
Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat
karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya ;
13. Bahwa atas dasar uraian diatas maka Permohonan Pemohon
telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-
undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975
pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon, memohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q Majlis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili
serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah pernikahan Penggugat (Penggugat)
dengan Tergugat (Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 07

Agustus 2010 yang dilaksanakan di | GTGTNGEGEGEGE
I (<bupaten

Pangandaran Provinsi Jawa Barat , dengan wali nikah Ayah
Kandung Penggugat yang bernama Bapak [l dan ljab
Kabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa uang
sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang menjadi
saksi pernikahan bernama Bapak Basit dan Bapak lyan;

3. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (Tergugat) Talak
satu Bain Shugro terhadap Penggugat (Penggugat) ;

4, Menyatakan Biaya Menurut Hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini,
Pengadilan Agama Kota Banjar telah mengumumkan gugatan Itsbat Nikah
tersebut pada tanggal 06 Desember 2023 di papan pengumuman Pengadilan
Agama Kota Banjar selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan,
namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan
keberatan ke Pengadilan Agama Kota Banjar;
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Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut,
Penggugat telah datang ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah
hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau
kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis
meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan,
Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim
ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang
dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar
berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi
tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan
dengan membacakan Gugatan Penggugat yang dalil-daliinya tetap
dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalii Gugatan Penggugat,
Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti

surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti saksi.

I U 47 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal | R
I <ota Banjar. Saksi mengaku kenal

dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai sepupu Penggugat,
menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah
sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 07 Agustus 2010 di KUA Langkaplancar Kabupaten
Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat
dengan Tergugat;

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dicatat
di Kantor Urusan Agama,;

- Bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan
Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat telah mendatangkan
petugas KUA namun ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak
tercatat;;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Penggugat dengan
Tergugat dilakukan sesuai dengan tatacara syariat Islam;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Akih sebagai
Ayah Kandung Penggugat II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain
bernama Basit dan lyan dengan mas kawinnya uang lima ratus ribu
rupiah dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan gobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus
bujang, dan Tergugat berstatus gadis;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak
ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat
pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan
pihak lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama
Islam;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai
sebelumnya,;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun
Cimanggu RT001 RWO001 Desa Cimanggu Kecamatan Langkaplancar

Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;
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- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020

sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat

bertengkar;

14. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang

memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun

2021;

16. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi

hidup bersama;

17. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

memperdulikan lagi;

18. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali

Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
I (U 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, tempat tinggal di [ N
I <ota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat
dan Tergugat, hubungan sebagai sepupu Tergugat, menyatakan bersedia
menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat

yang dilaksankan pada tanggal 07 Agustus 2010 di KUA Langkaplancar

Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa pernikahan tersebut dilakukan secara sirri;

- Bahwa penyebab pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat adalah

karena Penggugat dan Tergugat telah mendatangkan petugas KUA

namun ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;;

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan sesuai

dengan tatacara syariat Islam;
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- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Akih sebagai
Ayah Kandung Penggugat 1l, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain
bernama Basit dan lyan dengan mas kawinnya uang lima ratus ribu
rupiah dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan gobul;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus
bujang, dan Tergugat berstatus gadis;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak
ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat
pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan
pihak lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama
Islam dan belum pernah bercerai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [l
.|
Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2020
sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

19. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat kurang
memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat;

20. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun
2021;

21. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi
hidup bersama,;

22. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
memperdulikan lagi;

23. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali

#0046# dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di
persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Gugatan
Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan Gugatan
Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim
cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta
penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dan Tergugat telah diumumkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kota Banjar tanggal Islam
sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah
sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI,
namun pihak yang merasa dirugikan oleh gugatan tersebut tidak ada, maka
Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat
telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil
sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun
ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tidak
disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugattelah diberikan penasihatan
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supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang
menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai
Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini
termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang
dikumulasi dengan pengesahan nikah terhadap Tergugat dengan alasan
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di
persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil’/kuasanya yang
sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini diperiksa dan
dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atas dalil-dalil
gugatan Penggugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor
763/Pdt.G/2023/PA.Bjr telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat
dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan. Oleh
karenanya, Tergugat dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan
Penggugat, oleh karena itu pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima
dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat
diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara
perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex
generalis), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat
diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab
perselisihan dan pertengkaran itu dan mendengar keterangan saksi dari pihak
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keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat
guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah
mengajukan gugatan ltsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil
pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam
pada tanggal 07 Agustus 2010 di KUA Langkaplancar Kabupaten Pangandaran
Provinsi Jawa Barat, namun perkawinannya tersebut tidak tercatat pada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan
Tergugat tersebut melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat
nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang
perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti
gugatan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara
Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk
mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat
dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik, telah bermeterai
cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan
ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah ternyata terbukti bahwa
Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Banjar,
maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kota
Banjar berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan itsbat nikah di
depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang para
saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah

Halaman 11 dari 23 him. Putusan Nomor 763/Pdt.G/2023/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para
saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah
dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan
gugatan itsbat nikah Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar
sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah
memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga
para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi telah bersesuaian satu sama
lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan
Itsbat Nikah Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah
memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga
keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (vrij
bewijs kracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut patut
dinyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal
07 Agustus 2010 di KUA Langkaplancar Kabupaten Pangandaran Provinsi
Jawa Barat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat;

2. Bahwa Penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan Tergugat
adalah karena Penggugat dan Tergugat telah mendatangkan petugas KUA
namun ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat;;

3. Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah Akih sebagai Ayah
Kandung Penggugat;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat disaksikan oleh Basit
dan lyan, dengan mahar pernikahan Penggugat berupa uang lima ratus ribu
rupiah dibayar tunai dibayar tunai serta ada ijab dan gobul;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, baik
karena hubungan nasab, semenda maupun karena sesusuan;

6. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak tercatat
sehingga tidak memiliki Buku Nikah;
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7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Penggugat telah mampu
membuktikan dalil-dali gugatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Pengesahan Nikah terhadap pernikahan
yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain
terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus
dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan Penggugat dan
Tergugat, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan
menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas
senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A.
Tumpa, S.H., M.H. Yang berpandangan bahwa “kalau perkawinan yang tidak
dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada
faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan”. ( H. Andi Syamsu Alam
(Tuada Uldilag), Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil
Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, him. 6-7).

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam
yang menyebutkan bahwa Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan
Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya
perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah,
(c) Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian, (d)
Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974.

Menimbang, gugatan Pengesahan nikah yang diajukan Penggugat
adalah dalam rangka perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf
(a) Kompilasi Hukum Islam di atas, oleh karena itu gugatan pengesahan nikah
Penggugat patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon
Suami, b) Calon Isteri, c) Wali nikah, d) Dua orang saksi, dan e) ljab dan Kabul,
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oleh karena itu sesuai fakta di persidangan akad nikah Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa tidak
ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan
Penggugat dan Tergugat, ketiadaan halangan dan larangan tersebut menurut
Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan gugatan
tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitab
Ushulul Fighinya pada halaman 93 sebagai berikut:

pis o) phlo iz gl g O dzg) &M e o
lesleisl sle Ju> o

Artinya:"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri
seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri
selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka gugatan Penggugat dipandang telah beralasan karena telah memenuhi
Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan
ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 2 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan
tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
tentang gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah  Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri
itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan saksi dari pihak keluarga
atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang
pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;
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Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim
berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu
kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu,
memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain,
persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan
mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan
yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan, keterangan Penggugat
serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat dan 2
orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah
dikonstatir sebagai berikut :

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah secara
sirri pada 07 Agustus 2010;

10.Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
11.Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis
sejak tahun 2020, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan
nafkah ekonomi kepada Penggugat;

12.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2021,
13.Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah hidup
bersama selayaknya suami istri;

14.Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
15.Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

16.Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Penggugat agar
kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap

bertekad untuk bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas,
maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan
berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam

rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan
seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila
pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran
kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai,
menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah
satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka
perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan
(sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) yang seharusnya ada
dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh
pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara
Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan
sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan
sebelumnya, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk hidup bersama lagi
dengan Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya
suami isteri karena saling abai, upaya perdamaian dan penasihatan telah
dilakukan pihak keluarga dan Majelis hakim di persidangan, maka hal itu sudah
menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan
telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk
di damaikan;
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Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan
luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih
(mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan
upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit
terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang
sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri
bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal
di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum,
merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah
(magasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan
bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan
dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai
alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,
akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau
peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan yaitu
untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya
dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian
yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri
dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut,
terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:
- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang

telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi secara terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat
yang disebabkan oleh Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada
Penggugat sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum tersebut di atas,
maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah
tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah
perkawinan dalam hukum Islam disebut juga azzawwaj al-maksuroh atau dalam
hukum lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahan keluarga,
landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsysical cruelty),

akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang
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menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga
meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah
secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran
terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi broken marriage;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis

Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah
tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat
tinggal dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling
mempedulikan antara satu dengan yang lain lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah
tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak
wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis
Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk
dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan
nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap
persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan dan
menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis
Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan

dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti
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kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,
tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya
penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat
lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan
dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna
menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalinfat < talle 225 clbadl s (mencapai maslahat dan menolak mafsadat)
mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya
hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan,
keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang
diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi
kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam
Malik menegaskan:

ade Al 38 3 o g dll o pia pia e )l Y g ) pa

Artinya: “Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang
memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja
yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan
kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya
begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada
suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana
terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan
yang menyebutkan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat
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dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk
rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang
sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an
Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya
perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah
diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa
menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah
hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan
“bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup
berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu
pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak
lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai
dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk

hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat
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untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan
Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;

3. Menetapkan Sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat
(Tergugat) yang dilangsungkan pada tanggal 07 Agustus 2010 yang
dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Langkaplancar;

4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar
dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21
Desember 2023 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445
Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad lhsan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis,
Muhamad Hasan,S.H dan Muchammad Agib Junaidi,S.HI masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum, oleh Dr. Muhammad lhsan, S.Ag., M.Ag. sebagai
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Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Nuraeni, SH.
sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasanya tanpa

hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,

Muhamad Hasan,S.H Dr. Muhammad lhsan, S.Ag., M.Ag.

Muchammad Agib Junaidi,S.Hl
Panitera Pengganti,

Hj. Nuraeni, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK Rp 75.000,00
3. Pemanggilan Rp 375.000,00
4, PNBP Relaas Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)
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